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B AB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 

profesionalisme polisi dalam penanggulangan tindak pidana asusila di 

Polda Bengkulu perspektif Fiqih Siyasah, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profesionalisme kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana asusila 

di Polda Bengkulu secara normatif telah memiliki dasar hukum yang 

jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, 

profesionalisme tersebut terlihat dari kemampuan aparat kepolisian 

dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan secara prosedural, 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

Namun demikian, profesionalisme tersebut belum sepenuhnya optimal 

dalam praktik, karena masih ditemukan beberapa kendala, antara lain: 

a. Kesulitan dalam pembuktian kasus asusila yang bersifat privat,  

b. Keterbatasan alat bukti,  

c.    Serta adanya pengaruh faktor eksternal yang dapat memengaruhi 

objektivitas penanganan perkara. 
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2. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, profesionalisme kepolisian tidak hanya 

diukur berdasarkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga harus 

mencerminkan nilai keadilan (al-„adl), amanah (al-amanah), dan 

kemaslahatan (al-maslahah). Penanganan tindak pidana asusila juga 

menuntut adanya perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-

„irdh) serta perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, kepolisian 

dipandang memiliki peran sebagai pelaksana fungsi amar ma‟ruf nahi 

munkar dalam menjaga ketertiban dan moralitas sosial, sehingga 

profesionalisme aparat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus 

mengandung dimensi moral dan tanggung jawab spiritual. Secara 

keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme kepolisian dalam 

penegakan hukum tindak pidana asusila di Kota Bengkulu telah berjalan 

dalam kerangka hukum yang berlaku, namun masih memerlukan 

peningkatan dalam implementasi di lapangan. Selain itu, integrasi antara 

hukum positif dan Fiqih Siyasah memberikan perspektif yang lebih 

komprehensif dalam menilai kinerja kepolisian, karena tidak hanya 

menekankan aspek legalitas, tetapi juga menuntut terwujudnya keadilan 

substantif dan nilai moral dalam praktik penegakan hukum. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai profesionalisme kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana asusila di Polda Bengkulu, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepolisian (Polri) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik di wilayah 

Kota Bengkulu, perlu meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan 

khusus penanganan korban tindak pidana asusila, termasuk pelatihan 

trauma healing dan pendekatan psikologis terhadap korban. Selain itu, 

Polri perlu memperkuat kemampuan teknis penyidikan berbasis digital 

serta meningkatkan koordinasi dengan unit siber dalam menangani 

kasus asusila yang berkembang di media sosial agar penanganan 

perkara lebih cepat, tepat, dan tidak menimbulkan reviktimisasi. 

2. Pemerintah 

Pemerintah daerah maupun pusat perlu mengalokasikan anggaran 

khusus untuk perlindungan perempuan dan anak (PPA) secara lebih 

optimal, terutama dalam mendukung fasilitas layanan korban seperti 

pendampingan psikologis, rumah aman (shelter), serta layanan hukum 

terpadu. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan 

dukungan kebijakan yang memungkinkan penanganan kasus asusila 

dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis perlindungan 

korban. 
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3. Masyarakat 

Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan kesadaran pelaporan 

terhadap tindak pidana asusila agar tidak terjadi budaya diam atau takut 

melapor. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung 

kinerja kepolisian, terutama dalam memberikan informasi awal, 

mendorong keberanian korban untuk melapor, serta menciptakan 

lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kekerasan seksual. 

Edukasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, media sosial, dan lembaga 

kemasyarakatan. 
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